PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

J1. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutimO7@gmail.com
MALILI, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang
Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa
pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan
Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama
dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik
tertentu dikecualikan unutk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, agar informasi dapat berdayaguna dan
berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik di
lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dengan surat
Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5237);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan
Publik Secara Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR.




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini;

: Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

: Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Inspektorat Kabupaten

Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada
https:/ /www.eppid.luwutimurkab.go.id sebagai laman resmi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Kabupaten Luwu Timur;

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan

perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Malili




L00 T €06861 £€0+06961 -
epn MES n mSo,Eom »mxmﬁwm

AT

AdoopieH Je1opyadsug | pd’'S ‘pnuyeiN
NYEaq YISeW BWE[IS wep Adoowos | 1p HZ0g UNYEL SLIB)AI9S BN 3DV O1UTy eluoy g
AdoopieH 1e10)3adsug Pd’'S ﬁ:&ﬂﬂz
NYELI2q YISBW BUWER[IS wep Adooyos | 1p 1207 UNYEL SLIB)AIN9S BN 9DV OIUR BOSU] | L
Adooprey ,_-Soﬁom»wﬁ . pd’S ‘PnuyeiN
NYB[AQ YISBUW BWE[IS W wep Adooyos | 1p +Z0T UNYEL SLIB}aIN2S  enng apy ojum W elroury uerfuellad | 9
|
= T |
. Adooprey 1eI0adsug . pd'S ‘PnuiyejN |
.
TOILRA WISP BUPS | ypp 4dooyjos | 1P bg0g ungeL | oo BINJ 9PV OJUTY SINUBPISIA | S |
,ﬁs 19 Sew BwWe[d ﬁ Adooprepy i e | SLIB)AIND ‘BAUyeA Auremn | ‘ wwwwamwuo ﬁ
LA S uep ddooyos | zzog unger oo S PR S mpmng wepsyodny, ¥
|
| , ¢
. AdoopreH jeropjadsuy | Pd’'S ‘pnuyen
TUTeHaq qIsew BUERS |  wep ddooyos 1P $Z0T UnyEL, SHERIRS ennd 9py OWR Vi
AdooprieH 1e1o)adsug Pd’'S ‘pnuyei ]
TR eE BTl uep Adodyjos tc0c unyer SIS ennd 9py ojury vdcl} 6
AdoopreH 1e10)adsu] Pd’'S ‘pnuyei ; - N
TEEpRG e DERES uep Adodoyos | TP 0T UNyEL SHERDS Bnnd 9py oury divl
- L 9 S b € | 4 I
¥ disre 1sugjar BIPISId) hmm%pwwma Mmm”bwwﬂmﬁ q ISBULIOJUT ” e — ,
" neje uveueduniuad | SueA ISBULIOJU] vienq | °1q resenguow §ued | : JuI | ON
npyem exduep | snjuag el neje ugjenquad 7 19xyes /tun /reqelod ﬁ 1 eRBuRy ﬁ
A . uepnpepm | qeme rdung3ueud | , |

ANNWIL NMNT NALYVANEVYY LYIOLIHAISNI MITdNd ISVINJOANI dV.LAVA



